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ABSTRAK 
 
 

DAMPAK PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) 
DI PROVINSI LAMPUNG 

 
 

Oleh 
 
 

ADELIA CHAIRUNNISA PANE 
 
 

Semakin sempitnya lapangan kerja dan kesulitan dalam mencari pekerjaan, 
menyebabkan masyarakat khususnya di Provinsi Lampung menghadapi kesulitan 
dalam aspek perekonomian. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, 
pemerintah terus mendorong pemberdayaan sektor UMKM, mengingat sektor ini 
dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjadi solusi untuk 
mengurangi terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada. Namun keterbatasan modal 
menjadi permasalahan utama bagi sektor UMKM. dalam mengatasi permasalahan 
ini pemerintah menanggapi Inpres No.6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan 
pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dengan memulai program 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007. Program KUR merupakan program 
penyediaan pinjaman atau dana untuk digunakan sebagai modal kerja atau investasi 
kepada peminjam yang telah menunjukkan produktivitas dan kredibilitas. Tujuan 
dari penelitian ini adalah teridentifikasinya dampak program KUR di Provinsi 
Lampung. Hasil penelitian berdasarkan dimensi dampak kebijakan Langbein 
(Wibawa, 1994), menunjukkan bahwa program KUR terbukti telah memperluas 
akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang sebelumnya sulit menjangkau kredit 
formal. Secara non-ekonomis, program KUR turut mendorong pengetahuan dan 
keterampilan manajerial masyarakat penerima KUR melalui proses pengajuan 
kredit, pelaporan usaha, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan 
usaha. Penelitian ini juga menemukan dampak yang tidak diharapkan seperti 
meningkatnya kredit bermasalah dan munculnya skema graduasi yang 
menyebabkan penurunan penyaluran KUR di tahun 2023. Secara keseluruhan, 
program KUR di Provinsi Lampung memberikan dampak yang dominan positif, 
namun perlu disempurnakan dari sisi regulasi, pendampingan, dan fleksibilitas 
kebijakan agar dapat lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan 
pelaku usaha rintisan. 

Kata Kunci : Dampak Program, Kredit Usaha Rakyat, UMKM. 
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ABSTRACT 
 
 

THE IMPACT OF MICRO CREDIT PROGRAM’S 
IN LAMPUNG PROVINCE 

 
 

By  
 
 

ADELIA CHAIRUNNISA PANE 
 
 

The narrower the job field and the difficulty in finding a job, cause the community, 
especially in Lampung Province, to face difficulties in the economic aspect. In an 
effort to overcome these problems, the government continues to encourage the 
empowerment of the UMKM sector, considering that this sector can absorb a large 
number of workers and become a solution to reduce the limited availability of 
existing jobs. However, limited capital is the main problem for the UMKM sector. 
In overcoming this problem, the government responded to President’s instruction 
No.6 of 2007 regarding the policy of accelerating the development of the real sector 
and the empowerment of MSMEs by starting the People's Business Credit (KUR) 
program in 2007. The KUR program is a program of providing loans or funds to be 
used as working capital or investment to borrowers who have shown productivity 
and credibility. The purpose of this research is to identify the impact of the KUR 
program in Lampung Province. Research results based on the impact dimension of 
Langbein's policy (Wibawa, 1994), show that the KUR program has been proven 
to have expanded financing access for business actors who previously had difficulty 
reaching formal credit. Non-economically, the KUR program also encourages the 
knowledge and managerial skills of the KUR recipient community through the 
credit application process, business reporting, and the utilization of digital 
technology in business management. This study also found unexpected impacts 
such as increasing credit problems and the emergence of a graduation scheme that 
caused a decrease in KUR distribution in 2023. Overall, the KUR program in 
Lampung Province has a positive dominant impact, but it needs to be improved in 
terms of regulation, assistance, and policy flexibility so that it can be more adaptive 
to economic dynamics and the needs of start-up business actors. 

Keywords: Program Impact, Micro Credits, UMKM. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Semakin sempitnya lapangan kerja dan kesulitan dalam mencari pekerjaan, 

menyebabkan masyarakat khususnya di Provinsi Lampung menghadapi kesulitan 

dalam aspek perekonomian. Hal ini diperburuk dengan tingkat kesejahteraan 

masyarakat yang masih rendah dan angka kemiskinan yang masih tinggi. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa fundamental perekonomian Indonesia belum cukup kokoh. 

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah terus mendorong 

pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengingat sektor 

ini dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjadi solusi untuk 

mengurangi terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada. 

 

Gambar 1. Peran dan Kontribusi UMKM dalam Sektor Perekonomian 

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2024) Data diolah 

oleh peneliti, 2025 

99,90%
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Peran dan Kontribusi UMKM
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Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2024), 

UMKM memiliki peran dan kontribusi penting dalam sektor perekonomian seperti 

yang tertera pada gambar 1 di mana total unit usaha UMKM yang mencapai 99,9% 

dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% serta kontribusi terhadap 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,34%. 

UMKM memiliki eksistensi yang tidak perlu diragukan lagi karena dapat bertahan dan 

menjadi roda penggerak ekonomi terutama pada pasca krisis ekonomi. Namun dalam 

prosesnya, UMKM juga menghadapi banyak tantangan mulai dari keterbatasan modal, 

sumber daya manusia yang rendah, hingga kurangnya penguasaan teknologi dan ilmu 

pengetahuan (Sudaryanto dan Hanim, 2002). 

Keterbatasan modal menjadi permasalahan utama bagi sektor UMKM. Untuk itu, demi 

mengatasi permasalahan ini pemerintah menanggapi Instruksi Presiden No. 6 Tahun 

2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memulai program Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) pada tahun 2007. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2007 lembaga penjaminan, 

pemerintah, dan perbankan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU). 

MoU ini kemudian diubah dengan addendum pada tanggal 14 Mei 2008 untuk 

memberikan kredit atau pembiayaan kepada koperasi dan UMKM yang disebut Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu produk bank berupa kredit 

pembiayaan sebagai modal usaha yang diberikan kepada nasabah dengan harapan 

menjadi solusi dalam permasalahan perekonomian, kemiskinan dan pengangguran 

yang ada di Indonesia. Kredit Usaha Rakyat dalam Pasal 1 dari Peraturan Menteri 

Koordinasi Bidang Perekonomian (PERMENKO) Nomor 8 tahun 2015 yang diganti 

dengan PERMENKO Nomor 9 Tahun 2016 didefinisikan sebagai penyediaan pinjaman 

atau dana untuk digunakan sebagai modal kerja dan/atau investasi kepada peminjam 

yang telah menunjukkan produktivitas dan kredibilitas, meskipun tanpa jaminan 

tambahan atau jika jaminan tambahan yang dimiliki tidak memadai. 



3 

 

 

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

dikarenakan beberapa hal, diantaranya: 

1. Mayoritas debitur KUR berasal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

yang bergerak di sektor-sektor unggulan yang mendukung perekonomian 

Indonesia. 

2. UMKM merupakan bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat yang 

mencakup petani, nelayan, peternak, penambang, pedagang dan penyedia barang 

jasa. 

3. Sektor UMKM berperan sebagai solusi dalam mengurangi ketimpangan 

pendapatan masyarakat dengan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi yang tinggi. 

4. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sektor ini serta kontribusinya terhadap 

Produk Domestik Bruto PDB sangat signifikan (BPS, 2017). 

Kemudian, untuk mempercepat pengembangan UMKM, Komite Kebijakan 

Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian memutuskan untuk mengubah kebijakan KUR yang lebih “pro 

kerakyatan” sebagai: 

1. Menurunkan suku bunga dari 7% menjadi 6%  

2. Meningkatkan total plafon KUR dari 140 triliun menjadi 190 triliun pada tahun 

2020. Kemudian akan ditingkatkan bertahap hingga 325 triliun pada tahun 2024. 

3. Plafon KUR Mikro ditingkatkan dari Rp25.000.000 menjadi Rp50.000.000 per 

debitur. 

Diperkirakan peningkatan akses pada institusi keuangan akan membantu untuk 

memajukan dan memberdayakan UMKM. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan 

kemampuan dan perannya dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, 

dan meningkatkan pendapatan (Adam dan Lestari, 2017). Hal ini dikarenakan sebagian 

besar Rumah Tangga Miskin (RTM) dan berpendapatan rendah menggantungkan 

hidupnya pada UMKM, sehingga program KUR akan menjadi solusi dalam 

meningkatkan kapasitas UMKM yang kemudian dapat memperkuat suatu individu atau 

kelompok dalam hal kemampuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. 
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Menurut Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung (2024) 

kinerja program Kredit Usaha Rakyat (KUR) s.d 31 desember 2024 berjalan dengan 

baik dan terus bertumbuh. Hal ini tercermin dari realisasi penyaluran KUR di Provinsi 

Lampung yang sudah mencapai Rp10,350,45 miliar rupiah dengan angka penerima 

program KUR yang mencapai 208.614 debitur atau  111,27% dari target penerima. 

Kemudian penyaluran KUR mengalami peningkatan sebesar 21,57% (yoy) 

dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total KUR yang sudah direalisasikan tersebut, 

beberapa daerah di Provinsi Lampung menjadi target penyaluran KUR terbesar seperti 

yang tertera pada tabel 1. 

Tabel 1. Penyaluran KUR terbesar di Provinsi Lampung 

Kabupaten/Kota Penyaluran KUR Debitur 

Lampung Tengah Rp2,47 Triliun 57..500 

Lampung Timur Rp626,25 Miliar 14.490 

Lampung Selatan Rp599,13 Miliar 12.235 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024 

 

Penyaluran KUR terbesar di Provinsi Lampung diduduki oleh tiga kabupaten di 

Provinsi Lampung yakni Lampung Tengah dengan angka penyaluran KUR sebesar 

Rp2,47 triliun kepada 57.500 debitur, kemudian Lampung Timur dengan angka 

Rp626,25 miliar kepada 14.490 debitur, dan Lampung Selatan dengan angka 

penyaluran sebesar Rp599,13 miliar kepada 12.235 debitur. Sedangkan penyaluran 

KUR paling rendah diduduki oleh Kabupaten Pesisir Barat dengan angka penyaluran 

sebesar Rp94,4 miliar kepada 2.663 debitur. 

Sementara itu pada target nasional, kinerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat positif 

pada tahun 2024 dengan realisasi penyaluran KUR yang mencapai Rp280,28 triliun 

atau 100,10% dari target realisasi. KUR di tahun 2024 bertumbuh sebesar 7,8% (yoy) 

dan telah disalurkan kepada 4,92 juta debitur (Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian Republik Indonesia, 2025). 

Meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global maupun domestik, dalam 

lingkup nasional kualitas penyaluran KUR tetap terjaga dan ditunjukkan melalui 

tingkat Non-Performance Loan (NPL) KUR sebesar 2,19% terjaga di bawah NPL 

nasional sebesar 2,21%. 
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Kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian daerah telah menunjukkan 

keseriusan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah program yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan salah satunya 

yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi objek dari penelitian ini. 

Dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas UMKM dapat 

memunculkan banyak kebermanfaatan. Di samping terciptanya lapangan kerja baru, 

UMKM juga akan menjadi salah satu faktor dalam meningkatnya pendapatan per kapita 

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terus 

mendukung keberadaan serta perkembangan UMKM, terutama dalam hal akses 

pembiayaan, menjadikan dampak dari program kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

sebagai hal yang penting untuk diteliti. Fenomena masalah yang terjadi di lapangan 

dapat dijadikan dasar awal peneliti untuk menganalisis lebih mendalam mengenai 

dampak program KUR di Provinsi Lampung. 

Seperti yang diketahui, program KUR dirancang agar dapat menekan hambatan 

UMKM dalam memperoleh kredit sehingga dapat berkembang dan berkontribusi 

terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, 

berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya yang mengangkat isu serupa, telah 

menunjukkan hasil bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dalam aspek perekonomian 

penerimanya di berbagai daerah di Indonesia. 

Seperti pada penelitian oleh Putra., dkk (2023) yang menunjukkan hasil bahwa program 

KUR sebagai kredit mikro berbunga rendah memberikan dampak positif dan signifikan 

terhadap kesejahteraan rumah tangga penerimanya, khususnya di provinsi Bali dengan 

pengeluaran makanan dan non makanan yang cenderung lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan rumah tangga yang tidak menerima program KUR. Kemudian pada penelitian 

oleh Adha, (2023) yang menunjukkan hasil bahwa program KUR memberikan dampak 

positif terhadap kesejahteraan rumah tangga penerima yang tercermin dari indikator-

indikator seperti pengeluaran per kapita, pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran 

untuk non-makanan. Dampak KUR terhadap indikator pengeluaran non makanan 
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menjadi yang terbesar dari ketiga variabel dengan outcome mencapai 18,3% hingga 

28,1% lebih tinggi dibandingkan non penerima KUR. 

Namun, menurut penelitian serupa oleh  Tnanh et al., (2019) menunjukkan bahwa di 

Vietnam, kredit mikro tidak berdampak pada total pendapatan dari sumber-sumber 

yang diperoleh (seperti pertanian, wirausaha, sumber daya milik bersama dan upah). 

Sementara itu, berbeda dengan hasil penelitian di Bangladesh oleh Khandker & 

Koolwal, 2015 (Tnanh et al., 2019) kredit mikro ditemukan memiliki dampak positif 

dan signifikan terhadap total output. 

Perbedaan antara beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut menjadi perdebatan 

mengenai peran program Kredit Usaha Rakyat dan bagaimana dampak yang dihasilkan 

dari program kebijakan tersebut khususnya di Provinsi Lampung. Maka dari itu, 

peneliti berpendapat bahwa gap tersebut menjadi isu penting untuk diteliti lebih lanjut. 

Oleh karena itu, berdasarkan urgensi penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, 

penulis ingin melanjutkan penelitian dengan judul “ Evaluasi Dampak Kredit Usaha 

Rakyat di Provinsi Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak program Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah teridentifikasinya dampak program Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang mendalam dan analitis serta 

kontribusi pemikiran kepada para akademisi mengenai dampak dari program Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengevaluasi 

program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung serta menjadi dasar 

untuk perbaikan kebijakan, sehingga program KUR dapat memberikan dampak 

yang lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin melakukan studi lebih 

lanjut mengenai dampak program KUR di Provinsi Lampung.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Hasil dari penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai referensi untuk membantu 

peneliti dalam memperoleh gambaran pada kerangka berpikir. Selain itu, penelitian-

penelitian tersebut juga bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan isi antara beberapa 

studi dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat menjadi dasar kajian sehingga dapat 

memperluas wawasan berpikir peneliti. 

 

Tabel 2. Penelitian Terdahulu Terkait Program Kredit Usaha Rakyat 

No. Nama Peneliti / Jurnal Judul Metode Hasil Penelitian 

1. Putra, I. K., Widayat, 

W., Putra, G. S. A., 

Aryasa, I. P. G. C. A., & 

Pramartha, I. M. A. 

(2023)/ Jurnal 

Kebijakan Publik, 

14(3), 296-302. 

Dampak Program 

Kredit Usaha 

Rakyat Terhadap 

Kesejahteraan 

Kuantitatif Program KUR yang 

merupakan kredit mikro 

dengan bunga rendah, 

memberikan dampak 

positif dan signifikan 

terhadap kesejahteraan 

rumah tangga penerima 

program KUR, terutama di 

provinsi Bali dengan 

pengeluaran makanan dan 

non makanan yang 

cenderung lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan 

rumah tangga yang tidak 

menerima KUR. 

2. Adha, R. B. (2023)/ 

Bappenas Working 

Papers, 6(2), 240-252. 

Dampak Kredit 

Usaha Rakyat 

(KUR) terhadap 

Kesejahteraan 

Penerima KUR di 

Indonesia 

Kuantitatif Program KUR memberikan 

dampak positif terhadap 

kesejahteraan rumah tangga 

penerimanya, seperti yang 

terlihat dari indikator 

pengeluaran per kapita, 

pengeluaran makanan dan 

pengeluaran non-makanan. 

Dampak terbesar terlihat 

pada pengeluaran non-

makanan dengan hasil yang 

mencapai 18,3% hingga 

28,1% lebih tinggi 

dibandingkan dengan 
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rumah tangga yang tidak 

menerima KUR. 

3. Tnanh, T. P., Saito, K., 

& Duong, B. P. (2019)/ 

Journal of Policy 

Modeling (41), 120-139. 

Impact of 

Microcredit on 

Rural Household 

Welfare and 

Economic Growth 

in Vietnam 

 

Kuantitatif Pada tingkat mikro 

menunjukkan bahwa kredit 

mikro tidak terlihat dapat 

meningkatkan total 

pendapatan dan nilai 

output. Sedangkan pada 

tingkat makro 

menunjukkan bahwa kredit 

mikro berdampak pada nilai 

output dan nilai tambah 

yang meningkat masing-

masing 0,37% dan 0,27. 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024 

 

Penelitian terdahulu merupakan acuan yang diterapkan dalam melakukan penelitian 

yang saat ini sedang dilakukan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa program Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) berperan signifikan terhadap pertumbuhan tingkat kesejahteraan 

para penerima program KUR tersebut. Berdasarkan tiga penelitian terdahulu yang 

sudah dipaparkan, diketahui terdapat beberapa kemiripan dan pembeda dengan 

penelitian yang sedang dilakukan. Kemiripan tersebut terletak pada persamaan 

pembahasan tentang dampak program Kredit Usaha Rakyat. Sedangkan yang menjadi 

pembeda terletak pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan 

lokus penelitian yang berada di Provinsi Lampung dengan jumlah debitur, karakteristik 

para pengguna program KUR, hingga jenis usaha yang berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. 

 

2.2 Landasan Teori 

 

2.2.1 Tinjauan Tentang Evaluasi 

 

A. Konsep Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan publik adalah proses penilaian terhadap kebijakan publik yang 

mencakup substansi, implementasi, dan dampaknya (Anderson, dalam Kamal 

Alamsyah 2016). Secara sederhana, evaluasi kebijakan berkaitan dengan penyusunan 

informasi mengenai nilai atau manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut (Dunn, 

1999). Evaluasi juga dapat dipahami sebagai suatu penelitian untuk mengumpulkan, 
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menganalisis, dan menyajikan informasi yang berguna tentang objek evaluasi yang 

selanjutnya dibandingkan dengan indikator-indikator yang ada dan hasilnya digunakan 

untuk mengambil keputusan terkait objek evaluasi (Wirawan, 2012). Dari berbagai 

definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah proses untuk 

menilai sejauh mana suatu kebijakan mencapai hasil yang diinginkan dengan 

membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan yang 

telah ditetapkan. 

Lester and stewart (Winarno, 2008) membagi evaluasi kebijakan menjadi dua tugas 

yang berbeda. Tugas pertama adalah mengidentifikasi konsekuensi-konsekuensi yang 

timbul akibat suatu kebijakan dengan menggambarkan dampaknya. Tugas kedua 

adalah menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan standar atau 

kriteria yang sudah ditetapkan. Dari pembagian ini, dapat dipahami bahwa evaluasi 

kebijakan berkaitan dengan fakta yang mencakup pengukuran dan penilaian terhadap 

hasil atau dampak dari suatu kebijakan atau program yang pada akhirnya membantu 

menentukan langkah yang perlu diambil di masa depan (Meutia, 2017). 

Fungsi utama dari evaluasi kebijakan adalah untuk menyediakan informasi yang valid 

tentang kinerja kebijakan tersebut. Evaluasi bertujuan untuk mengungkap dan 

mengukur sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan dan nilai yang 

diharapkan. Fungsi yang kedua adalah sebagai kontribusi dalam mengklarifikasi dan 

memberikan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari penetapan tujuan dan target 

kebijakan. Selain itu, evaluasi juga berperan pendukung pelaksanaan prosedur-

prosedur lain dalam analisis kebijakan (Meutia, 2017). 

Evaluasi mencakup beberapa hal penting diantaranya: 

1. Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur performa dan hasil yang diperoleh dari 

pelaksanaan satu atau sebagian program. 

2. Penilaian dilakukan berdasarkan tujuan dan target yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

3. Hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam meninjau kembali program serta 

meningkatkan pelaksanaan program di masa depan. 
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James Anderson (Winarno, 2008) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe yang 

masing-masing didasarkan pada pemahaman evaluator terhadap evaluasi, yaitu : 

1. Evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional 

Pada tipe ini, evaluasi dipandang memiliki kedudukan yang sama pentingnya 

dengan kebijakan itu sendiri. Para pembuat kebijakan selalu mempertimbangkan 

dampak dan manfaat dari setiap program yang dijalankan. 

2. Evaluasi yang memfokuskan pada pelaksanaan kebijakan 

Evaluasi di sini lebih berfokus pada kinerja kebijakan, seperti apakah program yang 

dijalankan sesuai dengan rencana, berapa anggaran yang digunakan, dan siapa saja 

yang menjadi sasaran dari program tersebut. 

3. Evaluasi sistematis 

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan secara objektif dengan mengukur dampak 

program terhadap masyarakat serta menilai sejauh mana tujuan yang telah 

ditetapkan tercapai. 

Friensterburch dan Motz (Wibawa, 1994) mengemukakan empat bentuk dalam 

evaluasi, yaitu : 

1. Single Program After Only 

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan dengan mengukur kondisi atau menilai suatu 

program setelah pelaksanaannya. Evaluasi hanya fokus pada hasil yang dicapai dari 

program tersebut tanpa membandingkannya dengan kondisi sebelumnya. 

2. Single Program Before-After 

Evaluasi pada tahap ini mengkaji kondisi masyarakat sebelum dan sesudah 

pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan kondisi 

sebelum dan sesudah untuk melihat pengaruh atau dampak dari program terhadap 

kelompok sasaran. 

3. Comparative Program After Only 

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan dengan membandingkan dua kelompok 

masyarakat. Satu kelompok yang terkena dampak program dan satu kelompok yang 

tidak terkena dampak program setelah program dilaksanakan. 
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4. Comparative Program Before-After 

Evaluasi pada tahap ini merupakan pengembangan dari bentuk sebelumnya. 

Evaluasi dilakukan dengan perbandingan antara dua kelompok masyarakat serta 

dua dimensi waktu yaitu sebelum dan sesudah program dilaksanakan untuk menilai 

dampaknya secara lebih komprehensif. 

Pada tahapan ini peneliti lebih mengacu pada evaluasi single program before-after yang 

bertujuan untuk mengukur dampak dari program KUR yang telah dibuat oleh 

pemerintah terhadap permasalahan yang ada. Evaluasi jenis ini dilakukan dengan cara 

membandingkan data dari periode sebelum kebijakan diterapkan dan sesudah kebijakan 

dilaksanakan untuk mengukur atau melihat dampak yang ditimbulkan oleh program 

tersebut.  

 

B. Konsep Evaluasi Program 

Program dapat diartikan sebagai suatu unit atau rangkaian kegiatan yang merupakan 

implementasi dari suatu kebijakan yang berlangsung secara berkesinambungan dan 

dilakukan dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Akbar dan Mohi 

(2018) memaparkan tiga unsur penting dalam suatu program yaitu : 

1. Program merupakan wujud nyata atau implementasi dari suatu kebijakan. 

2. Program berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan bukan kegiatan 

tunggal, melainkan serangkaian kegiatan yang berkesinambungan. 

3. Program dilaksanakan dalam suatu organisasi yang melibatkan partisipasi dari 

sekelompok orang. 

Evaluasi program merupakan proses mengetahui apakah tujuan program sudah dapat 

terealisasi Tyler (Yusuf, 2008). Tjokroamidjojo (1990) mendefinisikan program 

sebagai aktivitas sosial terorganisasi dengan tujuan spesifik yang terbatas dalam ruang 

dan waktu, terdiri dari berbagai proyek yang saling terkait dan biasanya terbatas pada 

satu atau lebih organisasi. Sementara itu, Nurcholis (2009) mendefinisikan program 

sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah, lembaga, atau masyarakat yang dikoordinasikan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat 
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disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan suatu kegiatan untuk menilai sejauh 

mana program yang berasal dari kebijakan pemerintah berjalan sesuai rencana dan 

apakah output yang dihasilkan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. 

Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui dengan pasti apakah hasil yang dicapai, 

kemajuan yang diperoleh, serta  kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program 

dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan di masa yang akan datang. Tujuan utama 

dari evaluasi ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas 

program dan menemukan area yang perlu diperbaiki. Selain itu, evaluasi kebijakan 

maupun program juga merupakan bagian penting dari studi kebijakan yang membantu 

dalam menyempurnakan kebijakan dan pelaksanaannya agar lebih optimal di masa 

depan. 

Dimensi utama evaluasi difokuskan kepada hasil, manfaat, dan dampak yang dihasilkan 

terkait program itu sendiri. Secara prinsip, evaluasi dapat diukur dengan empat dimensi 

Bridgman & Davis (Yusuf, 2008) yaitu : 

1. Indikator input 

2. Indikator process 

3. Indikator output 

4. Indikator outcome 

Indikator-indikator tersebut menjadi pengukuran dalam proses evaluasi suatu program 

kebijakan yang akan membantu untuk melihat tentang hasil yang tercapai, faktor 

pendukung dan penghambat yang akan dihadapi dalam pengimplementasian program 

itu sendiri. 

Evaluasi dapat dibedakan sebagai yang terpisah atau sebagai bagian kegiatan integral 

dari proses perencanaan. Secara umum evaluasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Evaluasi Formatif 

Evaluasi jenis ini dilakukan selama tahap pelaksanaan program dengan tujuan untuk 

memperbaiki program yang sedang berjalan. Evaluasi formatif memberikan umpan 

balik kepada manajer program mengenai kemajuan yang telah dicapai serta hambatan 

yang dihadapi. Dengan demikian evaluasi formatif sering juga disebut sebagai evaluasi 
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monitoring, karena fokus utamanya adalah untuk memantau dan menyesuaikan 

program agar tetap pada jalurnya. 

2. Evaluasi Sumatif 

Evaluasi jenis ini dilakukan setelah kebijakan atau program diimplementasikan dan 

mulai memberikan dampak atau pengaruh terhadap masyarakat. Tujuan dari 

evaluasi sumatif adalah untuk mengukur efektivitas dari program dalam 

memberikan dampak nyata pada permasalahan yang ditangani. Dampak yang 

dimaksud  bisa berupa perubahan kondisi fisik maupun sosial yang terjadi akibat 

output kebijakan baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. 

Pemaparan di atas menguraikan jenis-jenis evaluasi di mana evaluasi sumatif 

merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan untuk menilai keseluruhan 

program setelah selesai dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan penelitian ini di mana 

penulis ingin melihat dampak dari program kebijakan pemerintah yakni KUR yang 

sudah diimplementasikan sejak tahun 2007. 

Evaluasi sumatif biasanya dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai 

efektivitas suatu kebijakan atau program pemerintah dalam menangani masalah yang 

telah diintervensi. Tujuan dari evaluasi sumatif meliputi :  

1. Menilai apakah program telah memberikan dampak yang diinginkan bagi individu, 

rumah tangga dan lembaga. 

2. Menilai hubungan antara dampak yang terjadi dengan intervensi program. 

3. Mengeksplorasi kemungkinan adanya akibat yang tidak terduga, baik yang bersifat 

positif maupun negatif. 

4. Menganalisis bagaimana program mempengaruhi kelompok sasaran dan 

menentukan apakah perbaikan kondisi kelompok tersebut benar-benar disebabkan 

oleh program tersebut atau oleh faktor lain. 

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan bagi 

pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan secara bijaksana Sudjana (Akbar dan 

Mohi, 2018). Dalam konteks ini, evaluasi dapat program dapat menyajikan lima 

informasi dasar yaitu : 
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1. Data untuk keputusan program, yaitu informasi yang diperlukan untuk menentukan 

apakah suatu program harus dilanjutkan atau tidak. 

2. Indikator keberhasilan, yaitu indikator-indikator yang menunjukkan program mana 

yang paling berhasil berdasarkan biaya yang digunakan. 

3. Efektivitas unsur program, yaitu informasi mengenai elemen-elemen dari setiap 

program dan kombinasi antar unsur yang paling efektif, sehingga efisiensi 

pelaksanaan program dapat dicapai. 

4. Karakteristik sasaran program, yaitu informasi tentang berbagai karakteristik dari 

sasaran program sehingga pembuat keputusan dapat mengidentifikasi individu, 

kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling terpengaruh oleh layanan 

dari setiap program. 

5. Metode baru untuk permasalahan, yaitu informasi mengenai metode-metode baru 

yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan 

evaluasi dampak program. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi program 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan menerapkan 

metode dan model evaluasi tertentu. Dengan pendekatan yang terstruktur, evaluasi 

program dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai dampal dari kebijakan 

yang diimplementasikan serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih 

baik di masa yang akan datang. 

 

2.2.2 Tinjauan Tentang Dampak Kebijakan 

Nutley et al., 2007 (Reed et al., 2021) mendefinisikan dampak sebagai kesadaran, 

pengetahuan, dan pemahaman yang meliputi ide, sikap, dan persepsi. Sedangkan, 

Brewer (2011) mendefinisikan dampak sebagai perubahan yang bervariasi dari waktu 

ke waktu dan dapat berubah secara positif atau negatif, pada satu titik tiap kali diukur. 

Pada dampak kebijakan menurut Dye T. R., 2004 (Winarno, 2016) mencakup semua 

efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan atau program dalam konteks kehidupan 

nyata. Jones, 2004 (Islamy, 2009) mendefinisikan dampak kebijakan sebagai akibat dan 

konsekuensi yang muncul dari pelaksanaan suatu kebijakan program. Berdasarkan 

beberapa pengertian dampak kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak 
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kebijakan merujuk pada perubahan yang terjadi sebagai akibat implementasi suatu 

kebijakan. 

Dampak kebijakan dapat dipahami sebagai perubahan dalam kondisi fisik atau sosial 

yang terjadi akibat dari output kebijakan. Ada dua jenis akibat dapat dihasilkan yaitu, 

akibat yang mampu menciptakan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impacts) 

atau akibat yang tidak menghasilkan perilaku baru pada kelompok sasaran (effect). 

Definisi dampak ini sejalan dengan pandangan Hosio (2007) yang menyatakan bahwa 

dampak merupakan perubahan nyata tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh 

keluaran kebijakan. 

Dampak adalah hasil yang ditimbulkan dari intervensi suatu program terhadap 

kelompok sasaran baik program tersebut mencapai tujuannya ataupun tidak. 

Dampak dari kebijakan memiliki berbagai dimensi yang perlu diperhatikan dalam 

evaluasi. Menurut Winarno (2002) terdapat lima dimensi yang harus dibahas ketika 

mempertimbangkan dampak dari suatu kebijakan, yaitu : 

1. Dampak pada masalah-masalah publik (pada kelompok sasaran) yang diharapkan 

atau tidak. 

2. Dampak pada kelompok di luar sasaran atau sering disebut sebagai eksternalitas. 

3. Dampak sekarang dan dampak yang akan datang. 

4. Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk melaksanakan program dan 

dampak biaya tidak langsung yang ditanggung masyarakat atau kelompok tertentu 

akibat adanya kebijakan, meskipun tidak secara langsung terlihat. 

Sementara itu, dimensi dampak menurut Langbein (Wibawa, 1994) adalah: 

1. Dimensi waktu 

Dimensi ini penting untuk diperhitungkan karena suatu kebijakan dapat 

memberikan dampak yang panjang, baik sekarang maupun pada masa yang akan 

datang. Dimensi ini diperlukan untuk melihat dampak dalam kurun waktu tertentu. 

Hal ini dikarenakan semakin lama periode evaluasi, maka semakin sulit mengukur 

dampaknya sebab : 
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a. Hubungan kausalitas antara program dengan kebijakan semakin kabur 

b. Pengaruh faktor-faktor lain yang harus dijelaskan juga semakin banyak 

c. Jika efek terhadap individu dipelajari terlalu lama, maka akan kesulitan menjaga 

track record dalam waktu yang sama. 

2. Selisih antara dampak aktual dengan dampak yang diharapkan 

Pada dimensi ini evaluator perlu memperlihatkan dampak-dampak yang diharapkan 

dengan dampak yang tidak diharapkan. 

3. Tingkat agregasi dampak 

Dampak yang dihasilkan dari suatu program kebijakan kemudian dirasakan secara 

individu akan mempengaruhi perubahan di masyarakat secara keseluruhan. 

4. Tipe dampak; 

a. Dampak pada proses pembuatan kebijakan 

b. Dampak pada sikap publik 

c. Dampak pada kehidupan masyarakat yang bersifat non ekonomis. 

Dampak dari suatu kebijakan dapat dirasakan oleh suatu organisasi atau kelompok baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Dampak yang dihasilkan dari suatu kebijakan 

terhadap masyarakat atau kelompok sasaran menunjukkan sejauh mana kebijakan 

tersebut berjalan sesuai target yang telah ditentukan. 

Wibawa (1994) menyatakan  bahwa dalam proses evaluasi, terdapat juga unit sosial 

yang dapat terkena dampak kebijakan yaitu : 

1. Dampak individual 

Dampak terhadap individu dapat menyentuh berbagai aspek mulai dari dampak 

psikis, dampak lingkungan, dampak ekonomi, dampak sosial dan personal. 

2. Dampak organisasional 

Sebuah kebijakan dapat menimbulkan dampak langsung dan dampak tidak 

langsung terhadap sebuah organisasi atau kelompok. Misalnya, melalui 

peningkatan kedisiplinan dan semangat kerja akan meningkatkan kinerja dari 

anggota organisasi atau kelompok itu sendiri. 
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3. Dampak pada masyarakat 

Dampak terhadap masyarakat oleh sebuah kebijakan menunjukkan sejauh mana 

kebijakan tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.  

4. Dampak pada lembaga dan sistem sosial 

Kebijakan memiliki dampak yang signifikan pada lembaga dan sistem sosial baik 

dalam aspek ekonomi, politik, sosial, hingga budaya. Maka penting bagi pengambil 

kebijakan untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum 

menciptakan suatu kebijakan. 

Ketika melakukan evaluasi dampak kebijakan, terdapat tiga aspek yang perlu 

diperhatikan yaitu: 

1. Informasi yang valid tentang kinerja kebijakan 

Evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kinerja 

kebijakan. Dalam hal ini, evaluasi berfungsi untuk menilai cara pelaksanaan 

kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen yang diterapkan. 

2. Penilaian tujuan dan target 

Evaluasi juga berusaha untuk menilai sejauh mana tujuan atau target yang 

ditetapkan berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Fokus evaluasi ini adalah pada 

substansi kebijakan publik dengan asumsi bahwa kebijakan dibuat untuk 

menyelesaikan masalah yang ada. Namun sering kali ditemukan tujuan telah 

tercapai, tetapi masalah tidak terselesaikan. 

3. Kontribusi terhadap evaluasi lain 

Evaluasi kebijakan berupaya memberikan sumbangan pada evaluasi kebijakan 

lainnya, terutama dari segi metodologi. Ini berarti bahwa evaluasi kebijakan 

diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi berdasarkan penilaian yang dilakukan 

atas kebijakan yang dievaluasi 

Dampak dari suatu kebijakan mencakup beberapa komponen sebagai berikut: 

1. Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, ini bertujuan untuk mengukur 

sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang telah dapat tercapai melalui tindakan 

kebijakan atau program yang diimplementasikan. Evaluasi kebijakan di sini 

berfungsi untuk mengungkapkan sejauh mana tujuan-tujuan tertentu telah dicapai. 
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2. Pelaksanaan kebijakan, aspek ini bertujuan untuk menilai apakah tindakan yang 

diambil oleh lembaga pelaksana telah efektif, responsif, akuntabel, dan adil. 

Evaluasi kebijakan juga harus memperhatikan isu-isu hak asasi manusia selama 

pelaksanaan kebijakan.  Hal ini penting agar tujuan dan sasaran kebijakan publik 

dapat tercapai tanpa melanggar hak-hak warga. Selain itu, evaluasi perlu 

mengetahui dampak dari kebijakan itu sendiri di mana evaluator harus mampu 

menilai output dan outcome  yang dihasilkan dari implementasi kebijakan tersebut. 

Kesesuaian antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat menjadi fokus utama dalam 

konteks dampak dari suatu kebijakan. Hal ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana 

kebutuhan, nilai dan kesempatan telah berhasil tercapai melalui kebijakan atau program 

itu sendiri. 

  

2.2.3 Tinjauan Tentang Kredit Usaha Rakyat 

 

Kredit mikro adalah salah satu metode untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

mengurangi kemiskinan di masyarakat. Menurut Gyimah and Boachie (2018) kredit 

mikro didefinisikan sebagai pinjaman yang diberikan dalam jumlah kecil oleh lembaga 

keuangan kepada pengusaha kecil atau pemilik usaha produktif untuk periode waktu 

tertentu sesuai dengan karakteristik usaha. 

Pada tahun 1980 sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bernama Grameen Bank di 

Bangladesh berhasil memberikan ratusan ribu pinjaman mikro secara berkelanjutan 

kepada masyarakat termiskin di negara tersebut untuk membantu mereka 

mengembangkan usaha (Yunus, 1999). Sejalan dengan konsep ini, pemerintah 

Indonesia meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini dirancang 

untuk mengurangi hambatan yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan akses kredit, 

sehingga dapat berkembang dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan 

serta pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia (Damayanti, 2015). 

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu inisiatif pembiayaan mikro 

yang dilaksanakan di Indonesia sebagai strategi pemerintah untuk mengurangi 

kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Program KUR didefinisikan 

sebagai upaya strategis untuk mengatasi masalah publik termasuk kemiskinan 
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(Zulkarnaini, 2015). Program KUR diluncurkan untuk memfasilitasi akses pembiayaan 

dan meningkatkan kemampuan UMKM dalam mendapatkan pinjaman dari bank. 

Sasaran dari program ini adalah UMKM yang memiliki potensi namun belum 

memenuhi kriteria bankable (Nugroho, 2016). 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi program pemerintah yang bekerja sama dengan 

bank-bank nasional seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia 

(BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), 

Bank Bukopin, dan seluruh bank pembangunan daerah yang tersebar di Indonesia. 

Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70% sementara sisa 

risiko sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam 

rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional (Damayanti, Akbar, dkk., 2020). Hal ini dapat 

digambarkan seperti pada Gambar 2. 

 

 

 

 

Gambar 2. Penyaluran KUR dan Penjaminan KUR 
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2025 

 

Keterangan : 

a. Bank pelaksana melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur KUR. 

Apabila telah dinilai layak maka akan disetujui oleh bank pelaksana yang kemudian 

diikuti dengan penandatanganan perjanjian kredit oleh debitur. 

b. Bank pelaksana mengajukan permohonan penjaminan kepada Pemerintah dengan 

penjaminan sebesar 70% yang selanjutnya pemerintah akan menerbitkan sertifikat 

penjaminan. 

Bank Pelaksana 

(30%) 

 

UMKM 

Pemerintah (70%) 

a 

b 
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Pada awal pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat menjadi program kebijakan 

yang pro terhadap kemiskinan (pro poor), namun mengalami berbagai perubahan 

kebijakan sesuai arah kebijakan pemberdayaan UMKM. Perubahan ini menyentuh 

berbagai aspek kebijakan mulai dari perubahan skema penyaluran KUR, perluasan 

cakupan penerima program KUR, hingga perluasan lembaga penyalur program 

KUR (Aristanto, 2019). Adapun perubahan kebijakan tersebut diantaranya seperti; 

A. Ketentuan Umum Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

1. Tidak sedang menerima kredit, pembiyaan modal kerja, investasi dari 

perbankan, atau kredit program dari pemerintah pada saat permohonan kredit 

diajukan. 

2. Melampirkan surat keterangan lunas dari bank pelaksana atau lembaga 

pembiayaan sebelumnya jika pelaku UMKM pernah memiliki pinjaman yang 

tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. 

3. Pelaku UMKM yang akan meminjam KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk 

melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. 

B. Jangka Waktu KUR 

1. Jangka waktu KUR tidak melebihi tiga tahun untuk modal kerja dan lima tahun 

untuk kredit atau pembiayaan investasi. 

2. Dalam hal perpanjangan, suplesi, dan restrukturasi  maka jangka waktu dapat 

diperpanjang menjadi enam tahun untuk kredit dan sepuluh tahun untuk kredit 

yang terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal. 

3. Jangka waktu kredit untuk usaha perkebunan tanaman keras dapat diberikan 

langsung maksimal tiga belas tahun dan tidak dapat diperpanjang. 

Perubahan di atas meliputi ketentuan umum KUR dan jangka waktu KUR berubah 

sesuai arah kebijakan pemberdayaan UMKM. Berdasarkan uraian tersebut 

kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa debitur diwajibkan untuk melunasi 

seluruh pinjaman atau kredit sebelum menerima program KUR serta lolos dalam 

pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Selain itu, program KUR 

juga terdapat jangka waktu yang sudah diatur sebagaimana yang telah diuraikan. 
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Peningkatan akses modal bagi pelaku UMKM diperkirakan akan memberikan 

dampak positif terhadap kemajuan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat. 

Hal ini dikarenakan keterbatasan akan modal sangat berpengaruh signifikan 

terhadap kegagalan UMKM, karena umumnya tidak berpotensi mendapat modal 

dari lembaga keuangan formal, sehingga perkembangannya lambat dan cenderung 

stuck di tingkat subsisten saja (Ismawan, 2003). Maka dari itu, melalui Inpres 

nomor 6 tahun 2007 perlu dilaksanakan dalam upaya percepatan pengembangan 

sektor riil dan pemberdayaan UMKM dengan tiga komponen kebijakan yang akan 

dicapai yaitu : 

1. Peningkatan akses sumber pembiayaan bagi UMKM 

2. Memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM 

3. Mengoptimalkan pemanfaatan dana non perbankan (Sugiarso, 2018). 

Dalam upaya mempercepat pengembangan UMKM sejalan dengan disahkannya 

RUU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang 

dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk 

mengubah kebijakan KUR menjadi lebih “pro kerakyatan”. Perubahan tersebut 

mencakup : 

1. Penurunan suku bunga dari 7% menjadi 6%  

2. Peningkatan total plafon KUR dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun pada 

tahun 2020, dan akan ditingkatkan bertahap hingga Rp325 triliun pada tahun 

2024. 

3. Peningkatan plafon KUR Mikro dinaikkan dari Rp.25.000.000 menjadi 

Rp.50.000.000 per debitur. 

Perubahan kebijakan KUR tersebut, secara tidak langsung pemerintah 

mempermudah masyarakat dalam mengakses program ini. Langkah ini sejalan 

dengan tujuan awal pemerintah dalam meluncurkan program KUR sebagai upaya 

untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dengan 

adanya akses yang lebih baik lagi, diharapkan kemampuan UMKM dalam 

mengurangi angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan pendapatan 
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masyarakat akan meningkat (Adam & Lestari, 2017). Hal ini dikarenakan, sebagian 

besar rumah tangga miskin (RTM) dan berpendapatan rendah menggantungkan 

hidupnya pada UMKM, sehingga program KUR akan meningkatkan kapasitas 

UMKM yang berikutnya dapat memperkuat kemampuan untuk keluar dari 

perangkap kemiskinan dan memperkuat daya tahan RTM dari berbagai 

permasalahan perekonomian yang dihadapi. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

 

Kerangka berpikir yang digunakan pada penelitian ini memiliki hubungan dengan 

fenomena penelitian pada Dampak program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 

Provinsi Lampung. 

Kredit usaha Rakyat menjadi salah satu program pembiayaan mikro yang 

dijalankan di Indonesia sebagai strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan 

dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan program KUR dinilai 

sebagai upaya strategis untuk memecahkan permasalahan publik termasuk 

kemiskinan (Zulkarnaini, 2015). 

Kerangka pikir dalam penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Dampak dari 

Theodoulou and Kofinis (2004)  yang berkonsentrasi pada apakah suatu kebijakan 

sudah memberikan dampak di tempat yang diharapkan. Kemudian, penulis akan 

mengukur evaluasi dampak tersebut menggunakan teori Langbein (Wibawa, 1994) 

yang melihat dampak berdasarkan empat dimensi dampak kebijakan, yaitu: 

1. Dimensi waktu 

Dimensi ini penting untuk diperhitungkan karena suatu kebijakan dapat 

memberikan dampak yang panjang, baik sekarang maupun pada masa yang 

akan datang. Pada penelitian ini dampak KUR akan dilihat dari tahun 2020-

2024. Hal ini dikarenakan jika semakin lama periode evaluasi, maka semakin 

sulit mengukur dampaknya, sebab : 

a. Hubungan kausalitas antara program dengan kebijakan semakin kabur 

b. Pengaruh faktor-faktor lain yang harus dijelaskan juga semakin banyak 
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c. Jika efek terhadap individu dipelajari terlalu lama, maka akan kesulitan 

menjaga track record dalam waktu yang sama. 

2. Selisih antara dampak aktual dengan dampak yang diharapkan 

Pada dimensi ini peneliti akan memperhatikan : 

a. Dampak yang diinginkan dan diharapkan 

b. Dampak yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan 

3. Tingkat agregasi dampak 

Dampak juga bersifat agregatif, artinya bahwa dampak yang dirasakan secara 

individu akan membawa pada perubahan di masyarakat secara keseluruhan. 

Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang dirasakan oleh 

penerima KUR, yaitu; 

a. Perubahan pendapatan 

b. Perubahan kenaikan omzet usaha 

c. Perubahan pengeluaran rumah tangga 

d. Perubahan perekrutan tenaga kerja 

4. Tipe dampak ; 

a. Dampak pada proses pembuatan kebijakan 

b. Dampak pada sikap publik 

c. Dampak pada kehidupan masyarakat yang bersifat non ekonomis. 

Peneliti menggunakan teori ini untuk mengukur bagaimana dampak dari 

implementasi program kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi 

Lampung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka berpikir di bawah ini. 
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Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 

Latar Belakang Masalah: 

1. Semakin sempit dan sulitnya lapangan pekerjaan menyebabkan masyarakat 

khususnya di Provinsi Lampung menghadapi kesulitan dalam aspek 

perekonomian. 

2. Pemerintah mendorong sektor UMKM sebagai entitas bisnis yang dapat 

memberdayakan perekonomian masyarakat. 

 

Teori Dimensi Dampak 

Langbein (Wibawa, 1994) 

Teridentifikasinya Dampak Program 

Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Lampung. 

Dimensi 

Waktu 

(2020-2024) 

 

Selisih antara 

dampak aktual dan 

dampak yang 

diharapkan 

Tingkat 

Agregasi 

Dampak 

Tipe 

Dampak 

 
  

 

 

 

 

Keterangan : 

Alur Pikir 

Fokus Penelitian 

Gambar 3. Kerangka Berpikir 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan ini dipilih karena teknik yang digunakan lebih mengarah pada observasi, 

wawancara, dan analisis data dokumen. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk 

memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian secara menyeluruh dalam 

konteks tema tertentu dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Selain itu, 

penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan masalah yang terjadi di masyarakat 

secara mendalam dengan cara mengumpulkan data secara lengkap. Hal ini dikarenakan 

kelengkapan dan kedalaman data yang diteliti menjadi aspek yang sangat penting. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini  adalah untuk memperoleh 

informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang melibatkan berbagai pihak terkait. 

Kemudian dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, 

diharapkan penelitian ini dapat mengidentifikasi dampak dari implementasi program 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian sangat penting untuk membatasi objek penelitian sehingga penelitian 

tidak terjebak pada terlalu banyak data yang diperoleh di lapangan. Selain itu, fokus 

penelitian juga bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan oleh 

peneliti dengan memanfaatkan fokus dan studi yang jelas. Hal ini sejalan dengan yang 

dipaparkan oleh Sugiyono (2018) bahwa pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih 

didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang ingin dipecahkan. 
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Fokus pada penelitian ini yaitu dampak program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi 

Lampung. Penelitian ini menggunakan teori Theodolou and Kofinis (2004) yang 

berfokus pada : 

Evaluasi dampak yang berkonsentrasi apakah suatu kebijakan sudah memberikan 

dampak di tempat yang diharapkan. Sejalan dengan penelitian ini, penulis akan 

mengukur evaluasi dampak tersebut menggunakan teori dimensi dampak kebijakan 

Langbein (Wibawa, 1994) yaitu : 

a. Dimensi waktu 

Fokus dari dimensi waktu adalah melihat dampak yang dihasilkan dari program 

kebijakan Kredit Usaha Rakyat sekarang dan yang akan datang. Pada penelitian ini, 

penulis akan meneliti dampak program KUR pada periode 2020-2024. 

b. Selisih antara dampak aktual dengan dampak yang diharapkan 

Peneliti akan berfokus pada dampak yang dihasilkan oleh program KUR dengan 

memperhatikan : 

1) Dampak yang diinginkan dan diharapkan 

2) Dampak yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan 

c. Tingkat agregasi dampak 

Fokus dari tingkat agregasi dampak adalah dengan melihat dampak yang dihasilkan 

dari program KUR yang dirasakan secara individual akan dapat mempengaruhi 

perubahan di masyarakat secara keseluruhan. Perubahan yang dimaksud disini 

adalah perubahan yang dirasakan oleh penerima KUR, yaitu ; 

1) Perubahan pendapatan 

2) Perubahan kenaikan omzet usaha 

3) Perubahan pengeluaran rumah tangga 

4) Perubahan perekrutan tenaga kerja 

d. Tipe dampak; 

Peneliti akan melihat dampak dari program KUR sesuai dengan empat tipe dampak 

di bawah ini, yaitu : 
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1) Dampak pada proses pembuatan kebijakan, yaitu apa yang akan dilakukan pada 

kebijakan berikutnya setelah melihat dampak dari program KUR dengan 

menciptakan kebijakan yang lebih berbasis data, responsif dan efektif terhadap 

kebutuhan masyarakat. 

2) Dampak pada sikap publik, yaitu dampak yang sangat bergantung pada seberapa 

baik kebijakan ini dirancang dan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh 

masyarakat terkait program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dampak ini mencakup 

perubahan persepsi, pandangan, atau respons masyarakat terhadap program 

KUR, mulai dari penerimaan, penolakan, hingga penyesuaian sikap. 

3) Dampak pada kehidupan masyarakat yang bersifat non ekonomis. 

Dampak ini dapat mencakup peningkatan kemandirian, penguatan struktur 

sosial, peningkatan kualitas hidup, skill manajerial, pengelolaan keuangan, 

hingga pengetahuan bisnis. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti dapat mengumpulkan informasi 

dan proses studi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk mendukung dan 

memperkuat hasil penelitian. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Provinsi 

Lampung tepatnya di Kanwil DJPb Provinsi Lampung serta masyarakat penerima 

program KUR. Alasan peneliti menjadikan Provinsi Lampung sebagai objek penelitian 

karena Provinsi Lampung memiliki potensi yang cukup tinggi dalam menyejahterakan 

masyarakat melalui Penyaluran program KUR di Provinsi Lampung yang sudah 

mencapai 10,35 triliun rupiah sampai dengan desember 2024. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara, catatan 

lapangan yang selanjutnya akan diproses dalam tabel triangulasi. Data utama dalam 

penelitian ini adalah kata-kata yang kemudian diperkuat dengan dokumentasi lainnya. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
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1. Data Primer 

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dan observasi 

kepada responden yang relevan. Wawancara dan observasi dilakukan dengan 

narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai topik 

penelitian untuk menggali informasi secara mendalam mengenai dampak program 

KUR serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan penerimanya. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis. 

Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk untuk memperkaya informasi terkait 

topik yang telah ditentukan. Peneliti mendapatkan data sekunder melalui artikel, jurnal, 

buku, serta informasi terkait KUR yang berada di lokasi penelitian yaitu Kanwil DJPb 

Provinsi Lampung. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan 

data kualitatif yang berfokus pada penghimpunan data berupa pernyataan dan kata-kata. 

Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. 

3.5.1 Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

terstruktur yang telah disusun secara sistematis dan lengkap oleh peneliti untuk 

mendapatkan data-data yang diperlukan. Wawancara ini digunakan untuk memperkuat 

dan memperjelas data yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan definisi wawancara 

menurut (Berger dalam Kriyantono, 2020) bahwa wawancara adalah sebuah metode 

penghimpunan data atau informasi yang melibatkan percakapan langsung antara 

peneliti dan informan yang memiliki pengetahuan, pemahaman, pengalaman, atau 

peran yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. 
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Tabel 3. Data Informan Wawancara 

No. Informan Nama Informan Informasi yang Dicari 

1. Kepala seksi PPA 

IIC Kanwil DJPb 

Provinsi Lampung 

Gwen Adhitya Amalkhan 1) Proses penyaluran Program 

KUR kepada masyarakat 

2) Faktor pendukung dan 

penghambat penyaluran KUR 

di Provinsi Lampung 

3) Selisih antara dampak actual 

dan dampak yang diharapkan 

4) Dampak pada proses 

pembuatan kebijakan 

5) Dampak pada sikap publik 

6) Dampak KUR yang bersifat 

non-ekonomis 

2. Staff PPA II Kanwil 

DJPb Provinsi 

Lampung 

Romadhona Puspita Sari 1) Proses monitroring evaluasi 

(monev) KUR kepada 

masyarakat 

2) Kriteria dan persyaratan 

tertentu sebagai indikator 

kelayakan  calon debitur KUR 

3) Dampak KUR yang bersifat 

non-ekonomis 

3. Penerima Program 

KUR 

 

Eldhalia 1) Kemudahan dalam 

mengakses KUR 

2) Manfaat KUR terhadap usaha 

rintisannya 

3) Kenaikan omzet 

4) Pendapatan 

5) Pengeluaran rumah tangga 

4.  Penerima Program 

KUR 

Dwi Indrawati 1) Kemudahan dalam 

mengakses KUR 

2) Manfaat KUR terhadap usaha 

rintisannya 

3) Kenaikan omzet 

4) Pendapatan 

5) Pengeluaran rumah tangga 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024 

 

3.5.2 Dokumentasi 

Dokumen-dokumen yang akan diteliti berasal dari Kanwil Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Provinsi Lampung. Kemudian, dokumentasi, jurnal ilmiah, dan 

beberapa website pendukung lainnya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh 

(Sugiyono, 2018) bahwa studi dokumen adalah bagian penting dari metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi sering digunakan 

untuk mengumpulkan data sekunder yang memuat informasi spesifik yang berasal dari 

dokumen-dokumen tertulis (Miles and Huberman, 1984). 
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Tabel 4. Data Dokumen Penelitian 

No Nama Dokumen Data yang Didapat 

1. Data jumlah penyaluran KUR Data realisasi penyaluran program KUR di 

Provinsi Lampung periode 2020—2024 

2. Data jumlah debitur KUR Data jumlah penerima program KUR di 

Provinsi Lampung mencakup sektor usaha, 

lemabaga penyalur (perbankan), jumlah 

debitur dan angka yang disalurkan 

3. Data hasil survei monev KUR Data mencakup biodata debitur, jenis usaha 

yang dijalankan, alamat usaha, jumlah 

pinjaman KUR, profit, omzet, jumlah tenaga 

kerja, hingga riwayat pinjaman calon debitur 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025 

 

3.5.3 Observasi 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan 

sehari-hari atau situasi yang diamati. Peneliti secara langsung mengobservasi kegiatan-

kegiatan yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga mempelajari 

dokumen-dokumen terkait dengan objek penelitian. Hal ini sesuai dengan definisi 

observasi yang dikemukakan oleh (Creswell, 2009) bahwa observasi adalah proses 

pengumpulan data langsung dengan mengamati orang dan tempat pada saat penelitian 

dilakukan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu 

dengan menggabungkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Kemudian diinterpretasikan melalui narasi dan dianalisis menggunakan 

kriteria evaluasi dan konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik selama pengumpulan data 

maupun setelah data terkumpul. Pada saat melakukan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi peneliti sudah mulai menganalisis respons dari informan atau narasumber. 

Jika hasil analisis menunjukkan bahwa jawaban tersebut belum memadai, maka peneliti 

akan melanjutkan hingga memperoleh informasi yang dianggap kredibel. 
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Aktivitas dalam teknik analisis pada data kualitatif seperti; 

1. Reduksi Data 

2. Penyajian Data 

3. Pemeriksaan Kesimpulan dan Verifikasi 

 

3.6.1 Reduksi Data 

Reduksi data dalam penelitian ini mencakup beberapa langkah seperti merangkum data, 

memilih informasi yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian, serta mencari tema 

dan pola yang muncul. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data melalui  

wawancara dan observasi kepada informan KUR mengenai pengalaman penerima 

KUR, dampak ekonomi yang dirasakan, serta kendala yang dihadapi dalam proses 

pengajuan dan penggunaan KUR. Selanjutnya,  peneliti akan melakukan seleksi data 

untuk memilih informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian 

setelah melakukan pengumpulan dan seleksi data, peneliti akan meringkas data untuk 

mengekstrak inti dari informasi yang didapatkan serta menggolongkan data ke dalam 

kategori-kategori seperti dampak positif, dampak negatif, hingga kendala yang 

dihadapi. 

3.6.2 Penyajian Data 

Setelah melewati tahap pertama, tahap berikutnya adalah memaparkan data dalam 

penelitian kualitatif. Penyajian data ini berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, atau sejenisnya. Namun, yang paling sering digunakan adalah penyajian 

naratif. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses pemahaman mengenai apa yang 

sedang terjadi serta merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan 

pemahaman tersebut. Dalam penelitian ini, penyajian data bertujuan untuk 

memudahkan peneliti dalam memahami informasi yang diperoleh dari lokasi 

penelitian. 

3.6.3 Penarikan Kesimpulan 

Proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan, di mana kesimpulan awal bersifat 

sementara dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti yang cukup kuat. Kesimpulan 
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ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dan 

biasanya disajikan dalam bentuk deskripsi atau gambaran mengenai objek yang telah 

diteliti. 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

 

Dalam suatu penelitian, keabsahan (validitas) data merupakan aspek penting yang 

berguna untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, kredibel, dan 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Agar suatu hasil penelitian tidak 

meragukan dan dapat dipercaya sebagai suatu karya ilmiah maka data hasil penelitian 

harus terlebih dahulu diuji tingkat kepercayaannya (kredibilitas) (Susanto, dkk. 2023). 

Kredibilitas data dapat ditingkatkan melalui suatu pengamatan yang diperpanjang 

dengan menilai kembali kualitas suatu hasil penelitian (penilaian validitas dan 

reliabilitas). Dalam penelitian ini kriteria keabsahan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut (Sugiyono, 2019) : 

1. Credibility (Derajat Kepercayaan) 

Credibility merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai kebenaran data dan 

informasi yang diperoleh dimana hasil dan penelitian harus dapat diterima dan 

dipercaya oleh pembaca sebagai informasi yang logis. Apabila suatu hasil 

penelitian mampu mencapai tujuannya, mendeskripsikan masalah, proses atau 

interaksi secara kompleks, maka hasil penelitian tersebut dapat dikatakan memiliki 

tingkat kredibilitas yang tinggi. Cara yang dilakukan penulis untuk mendapatkan 

tingkat kredibilitas yang tinggi antara lain: 

a. Pendekatan mendalam dilakukan oleh peneliti untuk mengenal lebih jauh 

partisipan, situasi lapangan, dan dinamika proses penelitian. 

b. Peneliti melakukan wawancara dan observasi secara sistematis untuk 

memantau setiap informasi yang terkumpul dengan cermat, rinci, dan 

mendalam. 

c. Peneliti juga melakukan menggunakan triangulasi metode dengan menguji 

data atau bukti yang sudah ada dan menggunakannya untuk membuat bukti 
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yang sudah sesuai dengan tujuan. Hal ini sejalan dengan definisi triangulasi 

menurut (Norman K. Denkin dalam Susanto, dkk. 2023) bahwa triangulasi 

merupakan kombinasi atau gabungan beberapa metode yang digunakan untuk 

menguji fenomena atau kejadian yang saling berkaitan atau terhubung dari 

berbagai sudut pandang dan perspektif yang berbeda. 

2. Transferability (Keteralihan) 

Transferability adalah kriteria yang menunjukkan sejauh mana hasil penelitian 

dapat diterapkan pada kelompok lain dengan kondisi yang serupa. Kriteria ini 

digunakan untuk menilai tingkat ketepatan suatu hasil penelitian. Dalam penelitian 

ini, penulis akan mendeskripsikan seluruh rangkaian penelitian secara lengkap, 

terperinci, dan sistematis sehingga tujuan penelitian dapat tergambar jelas. 

3. Dependability (Ketergantungan) 

Dependability digunakan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian menunjukkan 

konsistensi ketika penelitian dilakukan oleh peneliti yang berbeda atau pada waktu 

yang berbeda, tetapi menggunakan metodologi yang sama. Dalam penelitian ini, 

penulis mengumpulkan data secara menyeluruh dan mengorganisirnya dengan 

sebaik mungkin untuk memenuhi kriteria dependabilitas. Kriteria ini memastikan 

bahwa temuan penelitian dapat dipertahankan dan dipercaya meskipun dalam 

kondisi yang berbeda. 

4. Confirmability (Kepastian) 

Confirmability sebagai konsep transparansi mengacu pada kesediaan peneliti untuk 

mengungkapkan proses dan metodologi penelitiannya secara terbuka sehingga 

memungkinkan pihak lain untuk menilai hasil penelitian. Dalam penelitian ini, 

penulis merefleksikan hasil yang diperoleh dengan membandingkannya dengan 

jurnal-jurnal terkait untuk memastikan konsistensi dan objektivitas. 
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V. PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak program Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: 

1. Secara ekonomi, KUR terbukti memperluas akses pembiayaan bagi pelaku 

usaha yang sebelumnya sulit menjangkau kredit formal. Banyak usaha rintisan 

yang berhasil meningkatkan skala dan kapasitas usahanya berkat pembiayaan 

dari program ini. Selain itu, KUR juga berkontribusi dalam berbagai hal yaitu: 

a. Meningkatkan pendapatan keluarga 

b. Meingkatkan daya saing UMKM 

c. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal hingga penyerapan tenaga kerja. 

2. Secara non-ekonomi, program KUR turut mendorong peningkatan literasi 

keuangan masyarakat. Proses pengajuan kredit, pelaporan usaha, dan 

pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan usaha membuat pelaku 

UMKM memiliki pengetahuan dan keterampilan manajerial yang lebih baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa program KUR bukan hanya bantuan pembiyaan, 

tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. 

3. Penelitian ini juga menemukan beberapa dampak yang tidak diharapkan seperti: 

a. Meningkatnya kredit bermasalah (Non Performing Loan) di tengah situasi 

ekonomi nasional yang melambat. 

b. Skema graduasi KUR juga menjadi tantangan tersendiri bagi debitur yang 

telah mencapai batas penggunaan kredit, namun masih memerlukan 

dukungan pembiayaan. 
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4. Secara keseluruhan, program KUR di Provinsi Lampung memberikan dampak 

yang dominan positif, namun perlu disempurnakan dari sisi regulasi, 

pendampingan, dan fleksibilitas kebijakan agar dapat lebih adaptif terhadap 

dinamika ekonomi dan kebutuhan pelaku usaha rintisan. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti bermaksud memberikan 

saran kepada pemerintah, lembaga keuangan, serta masyarakat terkait pelaksanaan 

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dampaknya. Harapannya, saran ini dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. 

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah 

Pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi kebijakan program Kedit 

Usaha Rakyat (KUR) secara berkala, khususnya terkait skema graduasi dan 

batas maksimum penerimaan program KUR. Penyesuaian regulasi perlu 

dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah 

dan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan program tersebut. Selain 

itu, pemerintah daerah perlu aktif dalam mengawasi pelaksanaan program KUR 

dan memberikan pendampingan yang memadai bagi pelaku UMKM agar 

penggunaan dana program KUR lebih tepat. 

2. Bagi Lembaga Penyalur (Perbankan dan Lembaga Keuangan) 

Lembaga keuangan diharapkan tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga 

meningkatkan peran edukatif dalam proses seleksi dan pendampingan debitur 

KUR. Upaya ini mencakup pemberian literasi keuangan dan pelatihan 

manajemen usaha agar pelaku UMKM mampu mengelola modal secara efektif 

dan mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah atau non-performing loan 

(NPL). Selain itu, lembaga keuangan perlu memberikan kelonggaran dalam 

restrukturisasi pinjaman bagi debitur yang terdampak ketidakstabilan kondisi 

ekonomi baik nasional maupun global 
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3. Bagi Masyarakat dan Pelaku UMKM 

Pelaku usaha diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan program KUR dan 

mengembangkan perencanaan usaha yang matang. Masyarakat juga perlu 

meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya literasi keuangan dan manajemen 

risiko usaha agar penggunaan dana pinjaman benar-benar dapat mendorong 

pertumbuhan usaha secara sigmifikan dan berkelanjutan. 
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